
KABUPATEN TANA TORA"IA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORA^'A
NOMOR lr TAHUN 2026

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2027

Menimbang

DENCAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA ?OR q",A,

a. bahwa untuk mewujudkan kesejalteraan rnasyarakat melalui
pembangunan daerah yang adil, berkelanjutan, berdaya

eaing, dan bemrientasi pada pelayanan publik sebagai

perwujudan nilai-nilai Pancasila serta tujuan Negara

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan

dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, diperlukan Renca-na Kerja Pemerintah

Daerah Tahun 2027 sebagai pedoman penyelenggaraan

pembaagunan daerah;

b- bahwa perkembalgan kondisi sosial, ekonomi, lingkungan

hidup, dan kebutuhan masyamkat serta dinamika

pembangunan daerah memerlukan arah kebijakan, prioritas,

sasaran, dan program pembaagunan yang menjadi pedoman

bagi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pembangunan

daerah Tahun 2027;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-

Undaflg Nomor 25 Tahun 2OO4 tenang Slstem Perencanaan

Pembangunan Nasional, dan ketentuan Pasal 264 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor i Tahun 2026

tentan8 Penyesuaian Pidana, Rencana Keda Pemerintah

Daerah ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangar aebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan I



Mengingat

Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Tahun 2027;

l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik

IndonesiaTahun 1945;

2. Undang-Undsng Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem

Perencanaai Pemba'rgurran Naoional (lembaran Ncgara

Republik lndonesia Tahun 20O4 Nomor 104, Tambahan

kmbaran Ncgara Republik Indorresia Nomor 442 I );

3. Undang-Undang Nomor l2 Tahun 2O11 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undantan (Lrmbaran Negara Repubtik

lndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negala RepuLlik Lrtluucsia Nouror 5234) sebagairnana tclah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

13 Tahun 2022 tantang Perubahan Kedua Atee Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentanS Pembentukan

Pcraturan Pcrundang-undangan (I-cmbaran Negara Rcpublik

Indonesia TeJlulr 2022 Nomor 143, Tambahan L€mbaran

Negara Rcpublik lndonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tehun 2Ol4 tentang

Pemerlntahan Daerah (lembaran Negara RepubUk Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambehan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebegaimana telah diubah

beberapa kali, torakhir dengan Undang-Undang NoEor 1

Tahrrn 2026 tentan8 Penyesllaian Pidana (lcmharan Negara

Rcpublik Indoncsia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan

l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Undeng-Undang Nomor i47 Tehun 2024 tenteng Kabupaten

Tana Torajs di Pmvinsi Srrlawesi Selatan (Irmharan Ne4ara

Repubhk lndonesra Tahun 2024 Nomor 333);

6. Peraturan Presiden NoBor 12 Tahun 2025 tentanS Rencana

Pembangunan Nasional Tahun 2025 - 2029 (kmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor i9);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturen Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menenrah Daerah, serta Tata C.ara Penrhahan Renc,ana
I
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Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik lndonesia Tahun

2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun

2o1o tentang Sistem Per€ncanaan Pembangunan Daerah

(frmbaran Daerah Prcpinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010

Nomor 2, Tambahan L€mbaran Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan Nomor 251);

9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Seletan Nomor 1 Tahun

2025 tenteng Rencana Pernbangunan Jangka Mcncngah

Daerah Provinei Sulaweai Selatan Tahun 2025-2029

(Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025

Nomr.rr 1);

lO. Pcraturan Gubernur Sulawesi Sclatan Nomor 17 Tahun 2026

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah tarovinsi Sulawesi

Selatan Tahun 2027 (Betita Daerah Proptnsi Sulawesi Selatan

Taiun 2026 Nomor 17);

ll. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tora.ja Nomor l0 Tahun

2016 tentang Pembcntukan dan Susunart Perangkat Daerah

(kmbaran Daerah KabupateD Tana Toraja Tahun 2016

Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana

Toraja Nomor 19), aebagaimana telah diuba} dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Tana Torqja Nomor 22 Tahun

2c/22 tentang Perubalan Atas Peraturan Daerah Nomor lo

Tahun 20i6 tentang fbmbcntukan dan Susunan Perangkat

Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun

20/22 Nonor 4, Tambahan l-cmbaran Dacrah Kabupatcn Tana

Toraja Nomor 19);

12. Peraturun Daerah KaLrupaten Turra Ttx4ja Nohu 5 Talluu

2024 tentang Rencana PeDbangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupatcn Tana Toraja Tahun 2025 - 2045 (L€mbaran

Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 Nomor 05);

13. Peraturan Daerah Kebupaten Tana Tora,ia Nomor 'l Tahttn

2c,25 tfjntlng Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Dacrah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025'2029 (trmbaren

Daerah Kebupeten Tana Toraja Tahun 2025 Nomor 1);

I
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2027.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebasai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah otonom.

3. Pemerintahan Deerah adslah Penyelenggaraan uruaan

pemerintehan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tuggg fEmbantuan
dengan prinsip Negara Kesatuan Republik lndonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik lndonesia Tahun 1945.

4. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.

5. Dewan Perwakilan Rek1"et Daerah yang selanjutnya disingkat

DPRD adalah tembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang

berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Daerah.

6. Badan Perencanaam Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut

Bappelitbangda eddah Pere[gket Daera.h yang melakeg.nakan

tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan

evalrrasi lrlaksanaan rencana pembangunan Daerah.

7. PeranSkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah

unsur pcmbantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat

TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dart

mela.kaanakan kebijakan daerah dalam rangka penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Betanja Daerah.

9. Rencana Ke{a Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat

RKPD adalah Dokumen Pcrelcalaanr Daerah unhrk periodc

1 (Eatu) tahun.
I
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10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
Renje Perangkat Daerah adalah dokumen Perencaflaan

Perangkat Daerair untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Kebijakan Umum APBD yang selenjutnya disebut KUA adalah

dokumen yang memuat kebliakan bidang pendapatan, belanja
dan pembiayaai serta asumsi yang mendasarinya untuk
periude 1 (satu) taltu!.

12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disebut PPAS adala.h progum prioritae dan patokarl blrt-u8

maksimal anggaral yang diberikan kepada Peralgkat Daerai
untuk setiap program scbagai acuan dalam penyusunan

Rencana Keda dan Anggaran Satuan Kerda Perangket Daerah

setrelum disepakati dengarr DPRD.

13. Anggaran Pendapatan dan Belaija Daereh Kabupaten Tana

Toraja yang Belanjutnya disebut APBD adalah rencana

keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan

Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Passl 2

(1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah bahwa RKPD

Tal,!i 2O27 berpedoma:r pada aiah kebijakan dan sasaran

pokok Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

fahun 2025-2029 serta arah kebijakan dan isu strategis RXP

Tahun 2027 dan RKPD Provinsi Tahun 2027, untuk
kerelarasan program dan kegietan pmhangttnan f)aerah

dengan pembangun.rn nasional dan disesuaikan dengan

kondisi dan kebutuhan nyat6 Daerah dalam upaya perbaikan

di segala bidang pembangunan.

(2) fuuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :

a. pedoman perumusan penyempumaan rancangan akhir

Renja PD; dan

b. pedoman p€nyusunan rancarngan KUA dan rancangan

PPAS; dan

c. bahar1 sinkronisasi penyusutran rancangan Peraturan

Daerah APBD Talun Anggaran 2027.

L
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BAB III
SISTEMATIKA PENULISAN

Passl 3

(1) RI(PD tahun 2027 disusun dengan sistematika :

a. babi : Pendahuluan;

b. bab ii : gambaran umum kondiei Daerah;

c. beb iii r kerangka ekonomi dan keuangal Daerah;

d. bab iv : sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;

e. babv : nencana ke,rja dan pendanaan;

t beb vi : kincrje pcnyelenggeraen fbmerintah Deera.h; den
g. bab vii : penutup.

(2) RKPD ta}run 2027 s€bagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 4

(1) PeEerintah Daerah bertamq DPRD menggunakan RKPD tahun

2027 aebagai :

a. dasar penetapan renja Pcrangkat Dacrah tahun 2O27;

b. pedoman dalam penyusunalr rancangan KUA dan

rancangen PPAS;

c. bahan sinlconisasi penyusunan rancangan Peraturan

Daerah APBD tehun enggaran 2027', d'e.n

d. bahan pcngcndalian dan evaluasi tcrhadap pelal<earaan

pembangunan Daerah hin88a triwulan II tahun 2O27.

(2) Perangkat Daerah menggunakan RKPD tahun 2027 dalam

p€nur:usan penyempurnaan rancanSzin akhir Renja Perangkat

Daerah.

Pasa.l 5

(1) Perangkat Daerah membuat Laporan Kineria Triwular dan

Tahunan atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran ,vang

berisi uraian tentang capaian Program, masukan' keluaran

dan haeil kegiatan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan

kepada Bupati melalui Bappelitbangda pa.ling lembat lo
(sepuluh) hari setelah berakhirnya semester pertama yang

bersangkutan.

t.



(3) Laporan Kinerja menjadi maeukan dan bahan pertimbangan
bagian analisis

berikutnya yang

bersangkutan,

dan evaluasi

diajukan oleh

usulan anggaran

Perangkat Daerah

tahun
yang

pasal 6
Kepala BAPPDLITBANGDA rnerrelaah kesesuaian antara Renja pD

tohurr 2027 hasil pcmbahasan bersama DpRD dengan RKPD tahun
2027 .

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berla]<u pada tanggal diundangkan.
Agar scfiap orang mengetahuinlra, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tana Torqja.

Ditetapkan di Mal<ale

pada targgal I Juli 2026

u
+

TANA RAJA

TOMBEG,.

Diundangkan di Makale

pada tanggal t Juli 2026

S K{BUPATEN TANA TORN"'A,

RUD

BERITA KABUPATEN TANA TORN"IA TAHUN 2026 NOMOR It


